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dan secaraaktif menye mbangkan pengembangan sosid, kel estarian lingkungan,
dan perkembangan ekonominyasebagal tigaserangkal landasan usaha. Semula
orientas kerjaparapemimpin perusahaan adaah * untuk kepentingan parashare-
holders’ untuk kemudian bergeser menjadi “untuk kepentingan parastakehold-
es’. Daam abad ke-21 ini pun harus diubah menjadi “untuk kepentingan
penggdangan kemitraan”. Menggaang kemitraan dengan sesama pengusaha,
pemerintah, dan kelompok masyarakat madani.

Bumi yang hanyasatuini semakin sempit. Kitahidup semakininterdependen.
Usaha satu berdampak pada usaha orang lain. Kemitraan bersama antara
pemerintah, pengusaha, dan masyarakat madani perlu dibangun untuk menggar
cita citasama memberantas kemiskinan. Dengan carayang sama: mewujudkan
keberlanjutan ekonomi, sosia, dan lingkungan dalam pola pembangunan
berkdanjutan. Dengan semangat yang sama menyeamatkan lingkungan hidup
untuk keberlanjutan hidup kita bersama. Pembangunan dunia pertambangan di
Indonesia ke depan haruslah memenuhi dua syarat. Pertama, mampu
mensgjahterakan rakyat banyak, baik yang beradadi sekitar wilayah tambang,
yang selamaini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya dam
tersebut, atau seluruh rakyat Indonesia. Kedua pertambangan haruslah
memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat, sehingga
lingkungan hidup tidek ditempatkan sebagai obyek dari kegiatan manusia an
sich, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap
manusa(Tambang dan Kemiskinan, 2005). Sehinggake depan kitatidak melihat
lagi peridtiwa-perigiwayang menambah deretan daftar panjang pengungs akibat
kerusakan lingkungan hidup di Nusantaraiini.
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Agreement Between The Government of The
Republic of Indonesia and The Government of The
Sosalist Republic of Vietham Concerning The
Ddimitation of The Continental Shelf Boundary?

Latar Belakang (Background)

Sqjak pendeklarasian konsep wawasan nusantara, kedaulatan suatu negara
terdiri dari udara, daratan, dan lautan, meldui Deklaras Djuanda tanggd 13
Desember 1957 yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.4 Prp.
Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, terdapat kebutuhan mendesak agar
konsep wawasan nusantara yang didalamnya mencakup konsep negara
kepulauan tersebut untuk dapat diterima oleh masyarakat Internasiond.

Indonesiatd ah berjuang ddam forum Internasiond puluhan tahun lamanya
agar masyarakat Internasional mau mengakui dan menghormati konsep negara
kepulauan. Usahatersebut tidek Sa-Sakarenaakhirnyamasyarakat Internasond
menerima konsep kepulauan dengan disahkannya United Nations Conven-
tion on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di Montego Bay pada tahun
yang samadengan negaraawd yang menandatangani berjumlah lebih dari 150
negaratermasuk Indonesia, yang meratifikas UNCL OS 1982 dengan Undang-
undang No.17 Tahun 1985. Bab 1V, Pasd 46 sampa dengan Pasal 54 dari
UNCLOS 1982 mengatur secara khusus mengenai pringp-pringp hukum dari
negara kepulauan. Pringp hukum Internasiond tentang negara kepulauan juga
ditegaskan dam Undang-undang No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indone-
sa

Seiring dengan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas
konsep negara kepulauan pada perundingan multilaterd di forum Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), sgak 1960-an Pemerintah Republik Indonesia (RI)
juga giat melaksanakan perundingan penetapan batas-batas maritime dengan

! Ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara (untuk Indonesia
ditandatangani olen Dr. N. Hassan Wirajuda, sementara untuk Republik Sosialis Vietnam
ditandatangani oleh Nguyen Dy Nien) padatanggal 26 Juni 2003 di Hanoi, Vietnam.
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negara-negara tetangga termasuk Augtrdia, Filiping, India, Maaysa, Papua
Nugini, Singgpura, Thailand, dan Vietnam.

Upaya penetapan batas-batas maritim sangat penting untuk dilakukan
karenahas| dari perundingan mengena batastersebut menjadi salah satu bentuk
pengakuan negara-negaratetanggaterhadap Indonesiasebagal negarakepulauan
secara hukum. Upaya-upaya inilah yang memuluskan jadan delegas Indonesia
untuk mendapat pengakuan konsep negara kepualuan dari forum Internasiona
ketika negara-negara bersidang dalam rangka pembentukan UNCLOS 1982
tersebut.

Sdanitu, penetgpan batas maritim dengan negara-negaratetanggatersebut
pada dasarnyadiperl ukan untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah,
batas kedaulatan, dan hak berdaulat RI, memudahkan kegiatan penegakkan
hukum di laut, serta menjamin kepastian hukum kegiatan pemanfaatan sumber
daya dam. Sdain itu, penetapan batas maritim ini mempunya fungd sebaga
penegasan kepemilikkan pulau-pulau terluar RI (yaitu pulau-pulau terdepan
dalam wilayah Negara K esatuan Republik Indonesia). Hal ini dikarenakan In-
donesiamenggunakan pulau-pulau terluar tersebut sebagal penentuan bataslaut
teritoria, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen Indonesia

Penetapan batas landas kontinen dengan Republik Sosiais Vietnam
diperlukan dalam kerangka kepentingan-kepentingan tersebut. Perairan Natuna
yang merupakan bagian dari Laut China Selatan addlah perairan strategis yang
menjadi pintu masuk ke AsaTenggarakhususnyadari Jepang, Republik Rakyat
Cina, Republik Korea, dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Selain itu,
dasar laut perairan Natuna memiliki potens sumber daya alam khususnya
hidrokarbon. Dikawasan tersebut juga terdagpat sgjumlah pulau-pulau terluar
Indonesia yang telah dijadikan dasar penetapan titik dasar dan perairan garis
pangka negara kepulauan RI sgak tahun 1960. Oleh karena itu, penetapan
batas maritim khususnyalandas kontinen sangat diperlukan oleh kedua negara.

Penetapan batas |andas kontinen antara Republik Indonesia dan Republik
Sosdis Vietnam yang perundingannya berlangsung dari tahun 1978 sampai
dengan tahun 2003 dan dilakukan mddui perundingan yang dot, padadasarnya
telah memberikan keuntungan bagi Indonesiadari beberapa aspek, yaitu:

a adanya batas dan wilayah landas kontinen yang jelas sehingga menjamin
kepastian hukum;
b. adanyapembagian wilayah landas kontinen yang adil sesuai dengan hukum

Internasiona yang berlaku;
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c. memudahkan upaya pengawasan dan penegakan hak-hak kedaulatan
negaradi landas kontinen;

d. pengakuan secarahukum oleh Pemerintah Vietnam atas pulau-pulau terluar
di wilayah Natuna yang berhadapan dengan Republik Sosdis Vietnam,

e. meningkatkan hubungan baik kedua negara.

Konsep (Concept)

Perjanjian ini menciptakan kepastian hukum mengena kedaulatan wilayah
masing-masing negara dengan memberi garis pembeatas pada landas kontinen
Republik Indonesia dan Republik Sosdis Vietham serta mempermudah
pemanfaatan sumber daya dam yang terdapat didasar laut. Dengan penetapan
batas landas kontinen, akan lebih mudah pemanfaatan sumber daya dam yang
terkandung di dasar laut tersebut karena bagian manamilik Sgpamenjadi jelas
dengan dibuatnya garis pembatas medui perjanjian diantara kedua pihak ini.
Sdain itu penegakan hukumnya pun menjadi Iebih mudah.

Materi-materi Pokok (Main Features)

Perjanjian Internasionad mengena batas-batas landas kontinen antara In-
donesadan Vietnam ini memiliki materi pokok sebagal berikut:

1. Titik-titik koordinat di dasar laut yang jika ditarik garis antara titik-titik
tersebut akan menjadi garis penandabatas|andaskontinen antaralndonesia
dan Vietnam (garis 20-H-H1-A4-X1-25). Titik-titik tersebut ditentukan
dalam latitude dan longitude. (Pasal 1 ayat (1)).

2. Titik-titik yang dimaksud dihitung dengan menggunakan “World Geodetic
System 1984 Datum” (WGSB4) dan garis-garis|urusyang menghubungkan
Stigp titik-titik koordinat merupakan garis geodetic. Sementara itu peta
yang dipaka dalam perjanjian kedua negara ditetapkan peta pihak ketiga
yang tidak memihak dan biasa dipaka secarainternasond, yaitu British
Admiralty Chart Nomor 3482, dengan skala 1:1.500.000 yang diterbitkan
padatahun 1997. Namun petaini hanyadigunakan untuk keperluanilusiras
semata dan bukan peta yang sebenarnya. (Pasd 1 ayat (2)).

3. Lokad yang sesungguhnyadari titik-titik didasar |aut terssbut akan dilakukan

dengan menggunakan metode yang disepakati oleh kedua pihak yang
berjanji. (Pasal 1 ayat (3)).

4. PRhak yang berwenang untuk menentukan titik-titik di dasar laut tersebut
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adaah Agen Hidro-Oseanografi dari TNI Angkatan Laut Indonesia dan
Departemen Survel dan Pemetaan dari Kementrian Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Vietnam. (Pasd 1 ayat (4)).

5. Pejanjianini tidak membawa pengaruh gpapun terhadap perjanjian yang
mungkin dibuat di masa mendatang antara para pihak yang berjanji
mengenai batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). (Pasd 2).

6. Parapihak yang berjanji harus sdling berkoordinas dalam hd memdihara
ekosgstem lingkungan laut. (Pasd 3).

7. Jka dikemudian hari ditemukan sumber daya dam berupa minyak atau
gas, aau minerd lainnya di dasar laut yang melewati batas yang landas
kontinen yang tel ah dibuat oleh keduapihak, parapihak yang berjanji harus
memberitahukan satu sama lain dan membicarakan mengena bagaimana
caramengeksploitas sumber dayaa am tersebut dan bagaimanapembagian
hesiinya. (Pasd 4).

8. Sengketa yang timbul dari perjanjian ini diantara para pihak dikemudian
hari, akan disd esaikan secaradama meldui konsultas dan negosias. (Pasdl
5).

9. Pejanjian harus diratifikas sesual dengan ketentuan retifikes dari negara
masing-masing. (Pesd 6 ayat (1)).

Mulai Berlakunya Perjanjian (Entry Into Force)

Perjanjianini mulal berlaku padasaat pernukaran indrument ratifikas yang
dilakukan oleh parapihak yang berjanji. Penukaran instrument ratifikas tersebut
dilakukan padatanggd 29 Me 2007 di Jakarta.

Peraturan Lain yang Terkait (Related Regulations)

Peraturan lain yang terkait dengan berlakunyaperjanjianini addah instrumen
ratifikas dari perjanjian tersebut, yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2007
tentang pengesahan “ Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Sosiais Vietham Tentang Penetapan Batas Landas
Kontinen, 2003” (Agreement Between The Government of The Republic of
Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam Con-
cerning The Delimitation of The Continental Shelf Boundary, 2003).

(Ni Putu Anggraeni).
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| nter national Convention on the Establishment of An
I nternational Fund For Compensation For Oil
Pollution Damage?

Latar Belakang (Background)

Kompensas atas polus minyak yang disebabkan oleh tumpahnya minyak
dari tanker-tanker laut diatur oleh sebuah rezim internasond yang dikembangkan
dibawah pengawasan I nternational Maritime Organization (IMO). Kerangka
dari rezim tersebut pada dasarnya adalah International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage pada tahun 1969 (1969 Civil Liability
Convention) dan International Convention on the Establishment of an In-
ternational Fund for Compensation for Qil Pollution Damage padatahun
1971 (1971 Fund Convention). Rezim pengaturan ini lalu diamandemen pada
tahun 1992 dengan duabuah Protokol dan Konvens tersebut kemudian dikend
dengan namathe 1992 Civil Liability Convention dan the 1992 Fund Con-
vention. Keduanya mulai berlaku sgak 30 Me 1996. Namun keberlakuan
the 1971 Fund Convention gagd pada 24 Me 2002 ketika jumlah negara
pesertanya kurang dari 25.

Konsep (Concept)

The International Oil Pollution Compensation Fund 1992 (10PC Fund
1992 atau 1992 Fund) didirikan berdasarkan the 1992 Fund Convention
dengan tujuan untuk menyediakan kompensasi bagi korban yang tidak
mendapatkan kompensas secara penuh berdasarkan the 1992 Civil Liability
Convention. Dengan menjadi pihak dari the 1992 Fund Convention, suatu
negaraotomatis menjadi anggotadari the Fund. Organisas ini berbasisdi Lon-
don dan mendapat kontribus finangd dari setigp orang dari negara-negara
anggotanyayang dalam setahun mempunya 150.000 ton minyak mentshmedui
trangportas laut.

Pringp Umum (General Principle)
Prinsip umum yang terkandung di dalam Pasal ini adalah prinsip

2 www.imo.org/TCD/mainframe.asp?topic_id=256& doc_id=661
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independens terutama bagi Direktur, para saf, dan ahli yang ditunjuk oleh
Direktur dadlam menjaankan tugasnya harus bebas dari pengaruh pemerintah
negara atau otoritas luar manapun. Hd ini temuat ddam Pasd 30 dari Konvend ini.

Materi Pokok (Main Features)

Materi-materi pokok dari Konvens ini termuat ke dalam pasad-pasanya

yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

432

Pasd 1 memuat definis-definis operasond dari Konvend ini

Pasal 2 memuat tujuan dari dibuatnyaKonvend ini yaitu untuk menyediakan
kompensas aaskerusakan yang ditimbulkan dari polus ketikaperlindungan
yang diberikan berdasarkan the 1992 Liability Convention belum
mencukupi. Negara-negarapihak dari Konvend ini harus menganggap The
Fund sebagal subjek hukum yang jugamemiliki hak dan kewgjiban hukum
dan memiliki kapasitas untuk berperkara di pengadilan di negara-negara
tersebut serta mengakui bahwa Direktur dari the Fund merupakan
perwakilan yang resmi dari the Fund.

Pasal 3 mengatur bahwaKonvens akan berlaku secaraeksklusf terhadap
polus yang terjadi di wilayah kedaulatan dari negara yang menjadi pihak
dari Konvens (termasuk di dalamnyalaut teritorid) dan di Zona Ekonomi
Eksklusf atau ddam jarak 200 meter dari garis pangkd. Konvend ini juga
berlaku atas segdatindakan preventif yang dilakukan untuk meminimalsas
kerusakan yang diderita.

Pasd 4 mengatur mengena pemberian kompensas dan pengecudiannya.
Pasa 6 mengatur bahwa hak atas kompensas di yang diatur dalam Pasdl 4
seharusnyadiberikan kecudi jikaadatindakan pemberitahuan seperti yang
dimaksud daam Pasd 7 yang dilakukan dalam waktu 3tahun sgjak
kerusakan terjadi

Pasdl 7 mengatur bahwa segala tuntutan yang dig ukan terhadap the Fund
harus digukan ke hadapan pengadilan yang berkompeten menurut Pasal
IX dari the 1992 Liability Convention.

Pasd 8 menyebutkan bahwa segala keputusan yang dihasilkan oleh hakim
atas tuntutan terhadap the Fund oleh pengadilan yang memiliki yurisdiks
seperti yang diatur dalam Pasdl 7 harus diakui dan ditergpkan di setigp
negara anggota lain dengan kondis yang sama seperti yang diatur dalam
Pasal X dari the 1992 Liability Convention.

Pasd 9 mengatur mengenal hak subrogas
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Pasd 10 mengatur mengenal jumlah kontribus yang harusdiberikan negara

peserta kepada the Fund.

Pasad 16 menyebutkan bahwa the Fund memiliki sebuah Mgelis dan

Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Pasa 17 menyebutkan bahwa Mg disthe Fund terdiri dari seluruh negara

pesarta dari Konvend ini.

Pasal 18 mengatur mengenal fungs dari Dewan the Fund, yaitu antaralain:

- Untuk memilih Ketua dan Wakil KetuaMagelis

- Untuk menentukan kebijakan atas prosedur-prosedur pelaksanaan
organisas

- Untuk mengawas pelaksanaan dari Konvend ini dan keputusan-
keputusan dari the Fund sendiri.

- Untuk mengadops anggaran keuangan tahunan dan memperbaiki
kontribus tahunan the Fund

Pasd 19 mengatur mengenal pertemuan reguler dari Mgelisyang diadakan

satu tahun sekai serta pertemuan luar biasa yang dapat dilaksanakan

berdasarkan permintaan dari paling sedikit 1/3 dari jumlah angggotaMais

atau atas inigatifdari Direktur the Fund itu sendiri setelah melakukan

konsultas dengan Ketua Mgdlis.

Pasd 28 mengatur mengenal Sekretariat dari the Fund yang terdiri dari

Direktur dan staf-staf administras. Direktur merupakan perwakilan resmi

dari organisas tersebuit.

Pasd 30 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, para

daf, dan ekspert yang ditunjuk tidak boleh melihat atau mengambil informeas

dari Pemerintah negara aau dari otoritas luar manapun.

Pasd 31 menyebutkan bahwa setigp negara anggota harus menanggung

04, biaya perjaanan, maupun biaya-biayalainnya dari setigp delegasinya

di Mgdis dan perwakilannyadi badan-badan pendukung dari the Fund.

Pasd 32 mengatur tentang Sstevoting yang antaralain menyebutkan bahwa

Setigp negara anggota hanya memiliki satu suara, keputusan yang diambil

ddam Mgelis addah berdasarkan suara mayoritas jumlah peserta yang

datang dan memilih, atau melaui mekanisme mayoritas 3/4 atau 2/3 suara

jikamemang diperlukan.

Pasal 34 antara lain mengatur bahwa the Fund dan segala asetnya,

pemasukan (termasuk kontribus yang didapat) dan asset-aset lainnyaharus

bebas dari Pgak Langsung di setigp negara anggota

Pasal 35 mengatur bahwaklaim yang timbul dari kecelakaan berdasarkan
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Pasd 4 yang terjadi setelah berlakunya Konvens ini tidak dapat digjukan
kepada the Fund sebelum 120 hari sgjak tanggdl terjadinya peristiwa
tersebut.

Pasal 36 quinquies mengatur mengena ketentuan akhir dari Konvens ini
yang berisi Pasal 28 sampal 39 dari Protokol tahun 1992 untuk
mengamandemen the 1971 Fund Convention.

Pasal 30 mengatur bahwa Protokol ini mulai berlaku terhitung 12 bulan
sgak terpenuhinya syarat-syarat seperti bahwa setidaknya telah ada
8 negara yang telah mendepositkan instrument ratifikad, penerimaan,
persetujuan, maupun akses kepada Sekretaris Jenderd.

Pasd 32 mengatur mengena revis dan amandemen dari Konvend ini
yaitu bahwathe Fund dapat membuat Konferens bagi Negara-negara
peserta setelah mendapat persetujuan tidak kurang dari 1/3 jumlah
negara peserta seluruhnya

Pasal 33 mengatur mengenai amandemen atas batas pemberian
kompensas . Diantaranyamengatur bahwausulan amandemen tersebut
harus disetujui oleh mayoritas 2/3 suara dari jumlah negara anggota
yang hadir dan memilih di Komite Hukum

Pasal 34 mengatur mengenai pembatalan kelkutsertaan terhadap
Protokal ini, yang dapat dilakukan oleh negara pihak tersebut kapan
pun sgak Protokol ini berlaku bagi pihak terebut, dan akan mulai
berlaku 12 bulan atau lebih, sesual dengan yang diatur dalam ingtrument
pembatalan sgak diterimanya insrument pembatalan tesebut oleh
Sekretrais Jenderal dari the Fund.

Pasdl 35 mengatur mengenal pel aksanaan pertemuan luar biasaMgdis,
diantaranya mengatur bahwa Direktur, aas inigatifnya sendiri, depat
menggdar ses pertemuan luar biasaMgdis daam waktu 90 hari sgak
didepositkannya instrumen pembatalan jika ia menganggap bahwa
pembataan akan menyebabkan peningkatan yang signifikan terhadap
tingkat kontribus dari negara pihak yang terssa

Pasal 36 mengatur bahwa Protokol ini tidak akan berlaku jika pada
saat yang telah ditentukan jumlah negara anggotanya kurang dari tiga.
Jka hd ini terjadi, maka negara yang tdah menjadi pihak tersebut
dapat meminta the Fund untuk melaksanakan fungsinya seperti yang
termuat dalam Pasal 37 pada saat sebelum tanggal yang telah
ditentukan.

Pasdl 38 menyebutkan bahwa Protokol ini dan segada amandemen
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yang dilakukan sesuai dengan Pasal 33 harus didepositkan kepada
Sekretaris Jenderd dari the Fund.

M ekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement)

Di ddam Pasd 7 disebutkan bahwasegd atuntutan yang digukan terhadap
the Fund harus digukan ke hadapan pengadilan yang berkompeten menurut
Pasd 1X dari the 1992 Liability Convention oleh pemilik kgpd yang bertanggung
jawab atas pencemaran yang terjadi akbiat suatu kecelakaan yang melibatkan
kapd miliknya tersebut.

(Tuti Nuraini).

Convention on the International Maritime
Organization®

Latar Belakang (Background)

Pentingnyakerjasamainternasiond di bidang perkapa antdah dikend sgak
berabad-abad yang lau dan telah diterapkan dalam tradis kelautan seperti
menolong parapengungs yang tergoung di laut, menolong kapd lain yang sedang
memerlukan pertolongan tanpa membedakan kewarganegaraan dari kapa
tersebut.

Telah diketahui bersama pula bahwa cara terbaik untuk meningkatkan
kesdamatan di laut adadah dengan mengembangkan peraturan yang berlaku
secarainternasond yang diikuti oleh ssmuanegarakdautan dan hd ini dilakukan
sejak pertengahan Abad ke-19 dimana banyak perjanjian-perjanjian
internasiona yang berkaitan dengan tujuan tersebut yang diadops oleh negara-
negara. Bebergpa negara lau mengusulkan untuk membentuk suatu badan
permanen yang bersifat internasiona yang bertujuan untuk meningkatkan
kesdamatan di laut secara lebih efektif, namun ha itu belum dapat terlaksana
sebelum PBB akhirnya dibentuk. Pada Tahun 1948, sebuah konferens
internasional di Jenewa mengadops sebuah konvens yang secara khusus
membentuk | nternational Maritime Organization (IMO), yang padaawanya

3 www.imo.org/TCD/mainframe.asp?topic_id=771
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bernamal nter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)
namun pada tahun 1982 diganti menjadi IMO.

Konsep (Concept)

Perkgpaan addahindudtri yang berskalainternasond, yang melayani lebih
dari 90% perdagangan dunia yang membawa kuantitas angkutan yang sangat
besar yang memiliki biaya yang efisen serta aman. Konvens mengenai
pembentukan IMO ini diadops di Jenewa padatahun 1948 dan IMO didirikan
setahun kemudian pada 1949. Tugas utama | M O adal ah untuk mengembangkan
dan menjaga kerangka kebijakan yang komprehensif bagi perkapdan yang
meliputi masalah kesd amatan, lingkungan, hukum, kerjasamateknis, keamanan
laut, dan efiSend dari perkapaan.

K eberlakuan (Entry Into Force)

Berdasarkan Pasal 74, Konvens ini mulai berlaku ketika sudah 21 negara,
dimana 7 dari 21 negara tersebut harus memiliki kapasitas muatan bersh
perkapalan yang tidak kurang dari 1.000.000 ton, menjadi pihak dari Konvens
ini. Konvens ini dinyatakan berlaku sgak 17 Maret 1958 dengan total saat ini
memiliki 168 negara anggota. Konvens ini telah mngalami 8 kai amandemen
yaitu pada tahun 1964, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1991, dan 1993.

Pringp-pringp Umum (General Principles)
Prindp-pringp umum yang terkandung dalam Konvend ini yaitu :

» Pringp keterbukaan baik dalam ha terbukanya keanggotaan IMO bagi
semua negara maupun keterbukaan informas bagi semua negara anggota
IMO.

»  Prindp penydesaian sengketasecaradamai. Jkaterjadi permasd ahan atau
sengketayang berkaitan dengan interpretas dan peneragpan dari Konvens
ini maka penyelesaiannya pertama kdi dilakukan meldui Mgelis atau
disdesaikan menurut mekanisme yang telah disepakati antara para pihak
yang bersengketa. Jkatidak dapat melaui mekanismetersebut, makalMO
dapat memintaadvisory opinion kepadalnternational Court of Justice.
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Materi Pokok (Main Features)

Konvens ini beris 77 Pasd dan 2 Lampiran. Lampiran Pertama telah
dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya Amandemen terhadap Pasd 17
dari Konvens ini medui Resolus MageisIMO A.69 (ESII) padatanggd 15
September 1964 yang berlaku sgjak 6 Oktober 1967. Lampiran Kedua
mengatur mengena Kecakapan Hukum, Hak-hak Istimewa dan Kekebaan
daam ha IMO belum mengekses the General Convention on Privileges
and Immunities of Specialized Agencies dari PBB.

Kesduruhan Pasd ddam Konvens tersebut antaralain mengatur mengenai:
e Tujuan dari Organisas
Pasd 1 Konvens ini menyebutkan bahwa tujuan dari IMO diantaranya
addah untuk memfadilitas hubungan kerjasamaantarpemerintah mengena
kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek terkait hal-hal teknis yang
mempunyal pengaruh terhadap perdagangan internasional khususnya
mengenal perkapalan serta untuk membantu menghilangkan tindakan
diskriminas dan pembatasan yang tidak diperlukan yang dilakukan oleh
pemerintah negara-negara yang diharapkan dapat meningkatkan
ketersediaan jasa perkapaan yang bebas diskriminas.
e Fungs dari Organisas
Fungs dari IMO diatur dalam Pasal 2 dan Pasa 3 yang antara lain
menyebutkan bahwalMO dapat memberi pertimbangan dan rekomendas
terkait dengan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasd 1, membuat dr aft
konvend, perjanjian internasiona, maupun ha-ha sgenis untuk kemudian
direkomendasikan kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan lain,
menydenggarakan konferens-konferens jika memang dibutuhkan, serta
menyediakan sarana untuk berkonsultas bagi sesama negara anggota
» Keanggotaan
Hal ini diatur ddlam Pasd 4 sampa 10 yang mengatur mengenal masalah
keanggotaan. Keanggotaan IMO terbuka bagi setigp negara yang ingin
mendaftar. Negara-negaraanggota PBB dapat menjadi anggotadari IMO
dengan menjadi pihak dari Konvend ini.
e Organ-organ
Ha ini diatur dalam Pasa 11 yang menyebutkan bahwa IMO terdiri dari
sebuah Mgédlis, Dewan, Komite Keamanan Laut, Komite Hukum, Komite
Perlindungan Lingkungan Laut, Komite Kerjasama Teknis dan organ-organ
lain serta Sekretariat.
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* Magdis(the Assembly)

Diaur ddam Pasd 12 sampal 15 yang antaralan mengatur mengena fungs-
fungs dari Mgédlis, komposs dari Mgelis, dan mengenal pertemuan-pertemuan
regular yang akan dilakukan oleh Mgdlis.

* Dewan (the Council)

Diatur ddam Pasd 16 sampa 26 yang antara lain menyebutkan bahwa
Dewan harusterdiri dari 2/3 anggotayang dipilih olen Mgdis dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. Delgpan anggota merupakan negara yang memiliki kepentingan

terbesar dalam hal penyediaan jasa perkapaan

b. Deapan anggota merupakan negara lain yang memiliki kepentingan

terbesar ddam perdagangan vialaut

c. Enambdasanggotamerupakan negaralain yang memiliki kepentingan

khusus dalam bidang transportas atau naviges laut.

Dewan, dengan persetujuan Mgdlis, dapat menunjuk Sekretaris Jenderdl.
Dewan memiliki tugas yaitu: mempertimbangkan rencana kerja dan rencana
anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Jendera; menerima lgporan, proposd,
dan rekomendas dari Komite-komite dan organ lain di dadam IMO dan
melaporkannya kepada Majelis atau langsung kepada negara-negara
anggota,serta; menyerahkan laporan keuangan kepadaM g elisyang telah diberi
komentar dan rekomendas dari Dewan.

»  Komite Keamanan Laut (Marine Safety Committee)

Diatur ddam Pasd 27 sampa 31 yang antara lain menyebutkan bahwa
Komiteini terdiri dari seluruh negaraanggotal MO. Komiteini menangani masdah
bantuan navigasi, konstruksi dan perlengkapan dari kapal, prosedur dan
persyaratan keamanan laut, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan
keamanan laut. Komiteini wgjib untuk menyerahkan proposal atau amandemen
mengenal peraturan kesdamatan, rekomendas dan petunjuk, serta laporan
keuangan yang telah dibuat oleh Komite kepada Dewan.

e KomiteHukum (Legal Committee)
Diatur ddlam Pasd 32 sampa 36 yang antara lain menyebutkan bahwa
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Komiteini terdiri dari seluruh negara anggota IMO serta memiliki tugas untuk
menangani sega a permasal ahan hukum yang berkaitan dengan tujuan dari IMO.
Komite ini juga wajib untuk menyerahkan kepada Dewan yaitu draft dari
konvens internasiona dan amandemen dari konvens internasiona yang telah
dikembangkan serta laporan kerja dari Komite ini sendiri.

»  Komite Perlindungan Lingkungan Laut (Marine Environment Protection

Committee)

Diatur ddam Pasd 37 sampa 41 yang antara lain menyebutkan bahwa
Komiteini terdiri dari s8luruh negaraanggota. Komiteini secaraumum bertujuan
untuk mencegah dan mengkontrol polus yang dihesilkan dari aktivtas perkapdan.
Komite ini jugawajib untuk menyerahkan pada Dewan tentang proposa atau
peraturan untuk mencegah polus yang dihasilkan dari kepd-kapd , rekomendas
dan guidelines yang tel ah dikembangkan oleh Komite. Komiteini mengadakan
pertemuan sekitar sekai setahun.

* Komite Kerjasama Teknis (Technical Cooperation Committee)

Diatur ddam Pasd 42 sampa 46 yang antara lain menyebutkan bahwa
Komite Kerjasama Teknis terdiri dari seluruh negara anggota. Komite ini
berfokus kepadaimplementas dari dari proyek kerjasamateknisyang dibiayai
oleh program PBB yang rdevan dimanal MO bertindak sebagal the executing
and cooper ating agency maupun program-program lain yang yang berkaitan
dengan kerjasamateknis.

o Sekretariat

Diatur ddam Pasd 47 sampa 52 yang antara lain menyebutkan bahwa
Sekretariat terdiri dari Sekretaris Jenderd serta personil-personil lain yang
dibutuhkan oleh IMO. Setigp tahun, Sekretaris Jendera wajib membuat dan
menyerahkan |laporan keuangan kepada Dewan. Setigp negara anggota dapat
menunjuk satu atau lebih perwakilan untuk berkomunikas dengan Sekretaris
Jenderdl.

* Keuangan
Ha ini diatur ddam Pasd 53 sampa 56 yang antara lain menyebutkan
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bahwa setigp Anggota wgib untuk menanggung sendiri ggi, maupun biaya-
biaya lain yang diperlukan oleh perwakilannya masing-masing daam setigp
pertemuan yang diselenggarakan oleh IMO. Dewan IMO mempertimbangkan
serta memberikan komentar dan rekomendas atas laporan keuangan dan
rancangan anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal untuk kemudian
dilaporkan kepada Mgelis yang akan memeriksa dan menyetujui rancangan
anggaran tersebut.

* Vating

Pasd 57 menyebutkan bahwa kecudi diatur lain di ddam Konvend ini
aau di ddam perjanjian internasiond lain yang mengatur mengena fungs dari
Madis Dewan, Komite Keamanan Laut, Komite Hukum, Komite Perlindungan
Lingkungan Laut, atau Komite Kerjasama Teknis, maka setigp anggota IMO
hanya memiliki satu suara. Keputusan dapat diambil meldui suara mayoritas
dari negara anggota yang hadir dan memberikan suaranya, maupun dengan
mekanisme mayoritas 2/3 suara bagi keputusan yang mensyaratkan adanya
mayoritas 2/3 suara.

*  Markas

Pasal 58 menyebutkan bahwa Markas IMO berkedudukan di London.
Tempat kedudukan tersebut dapat dipindahkan jikadiperlukan setel ah disetujui
oleh mayoritas 2/3 dari Mgdis. Sdain itu, Mgelis juga dapat mengadakan
pertemuan-pertemuan di tempat-tempat lain selain Markas IMO jika Dewan
menganggap hd itu perlu.

*  Hubungan dengan PBB serta Organisasi-organisas Lainnya

Hal ini diatur ddam Pasd 59 sampai Pasd 63 yang menyebutkan bahwa
berdasarkan Pasal 57 Piagam PBB, IMO merupakan specialized agency dari
PBB ddam bidang perkapaan sertaakibat dari perkapa an terhadap lingkungan
laut. Berdasarkan Pasal 63 Piagam PBB, hubungan dengan PBB ini berlaku
secara efektif mddui suatu perjanjian yang dibuat antara IMO dengan PBB
yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 dari Konvens ini. IMO juga dapat
mengadakan kerjasama dengan specialized agencies lain dari PBB  maupun
organisasi-organisas intergovernmental lan yang memiliki tujuan yang sama
dengan IMO.
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o Kecakapan Hukum, Hak-hak Istimewa dan Kekebaan

Hal ini diatur ddam Pasal 64 dan 65 yang mengatur bahwa kecakapan
hukum, hak-hak istimewa dan kekebdan IMO didasarkan pada dan diatur
daam General Convention on the Privileges and Immunities of the Spe-
cialized Agencies yang telah disatujui oleh Mgeis Umum PBB pada 21 No-
vember 1947. Karena MO belum mengakses General Convention tersebut
maka setigp negaraanggotal M O harus memberlakukan ketentuan dari Lampiran
Il dari Konvend ini.

*  Amandemen

Ha ini diatur ddam Pasal 66 sampa 68. Teks dari usulan amendemen
terhadap Konvens ini harusdiberitahukan oleh Sekretaris Jendera IMO kepada
negara-negaraanggotanya, paling lambat 6 bulan sebe umnya. Amandemen harus
disetujui oleh mayoritas 2/3 suara dari Mgedis. Amandemen tersebut berlaku
daam jangka waktu 12 bulan sgak diterimanya amandemen tersebut oleh
mayoritas 2/3 dari anggota IMO. Apabila pada 60 hari pertama dalam jangka
waktu 12 bulan tersebut ada anggota IMO yang mengundurkan diri dari IMO
dikarenakan amandemen tersebut maka pengunduran diri dari negara anggota
tersebut dihitung sgjak amandemen dari Konvend ini berlaku. Setigp amandemen
dari Konvend ini harus didepositkan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

* Interpretas

Hal ini diatur dalam Pasal 69 dan 70. Pasa 69 menyebutkan bahwa setigp
penyd esalan atas permasa ahan aau sengketayang berkaitan denganinterpretas
atau penergpan dari Konvens ini harus merujuk kepada Maelis atau melaui
mekanisme lain yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan
Pasal 70 menyebutkan bahwa setigp permasalahan hukum yang tidak dapat
disdlesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 69, maka IMO dapat meminta ad-
visory opinion kepada International Court of Justice.

* Ketentuan-ketentuan Lain

Bagianini terdiri dari Pasadl 71 sampal Pasd 73. Pasd 71 mengatur bahwa
Konvens ini selau terbuka untuk penandatanganan maupun penerimaan oleh
negara-negara yang ingin menjadi anggota dari IMO dengan 3 cara yaitu
penandatanganan tanpa ada reservasi sebagai bentuk penerimaan,
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penandatanganan yang kemudian akan diikuti dengan pernyataan penerimaan,
maupun dengan pernyataan penerimaan sga. |nsrumen pernyataan penerimaan
harus didepositkan pada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasd 72 mengatur mengenal teritori-teritori atau wilayah-wilayah tertentu
yang dapat turut sertaterhadgp Konvens ini. Pasa 73 mengatur mengenai tata
carapengunduran diri dari IMO. Setigp negaraanggotayang ingin mengundurkan
diri dari IMO harus membuat pernyataan tertulis yang diberikan kepada
Sekretaris Jenderd PBB. Pernyataan tersebut dapat diberikan kapan sgjasetelah
lewat 12 bulan sgak berlakunya Konvend ini. Pernyataan pengunduran diri
tersebut berlaku efektif terhitung 12 bulan sgak diterimanya pernyataan tersebut
oleh Sekretaris Jenderd PBB.

Penyelesaian Sengketa (Settlement of Disputes)

Di dalam Pasa 69 disebutkan bahwa segala permasalahan atau sengketa
yang berkaitan dengan interpretas dan penergpan dari Konvend ini harusdibawa
ke hadapan Mgdisatau disd esaikan menurut mekanisme yang tel ah disepakati
antara para pihak yang bersengketa. Sdain itu, IMO dapat meminta advisory
opinion kepada I nter national Court of Justice gpabilaterdapat permasaahan
hukum yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan Pasal 69.

(Tuti Nuraini)

Convention on thelnternational Maritime Satdllite
Organization INMARSAT)*

Konsep

INMARSAT merupakan organisas yang mengoperasikan sstem satelit
bergerak (mobile satellite) yang memfaslitas komunikad di darat, laut, dan
udara. INMARSAT pertama kai mengudarakan satelitnya pada Tahun 1979
untuk menyediakan telekomunikas globd bagi dunia perkapdan. Di Tahun

1 www.imo.org/Conventions/contents.asp?doc_id=674&topic_id=257
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1980an, INMARSAT juga mula menyediakan pelayanan jasa komunikas
penerbangan (aeronautical communications) dan komunikas penggerak di
darat (land mobile communications).

Gambar 1. 4 areayang dijangkau oleh INMARSAT

Konvend ini pada dasarnya mengatur mengena penggunaan satdlit, baik
satelit luar angkasa maupun frekuens komunikas radio, sebagal sarana
komunikas dalam rangkamenangani keadaan darurat dan menjamin kesdamatan
perlayaran. Konvens ini membentuk Organisss INMARSAT yang menjadi
badan pengatur, serta penyedia layanan komunikas tersebut. Sgak pertama
disusun pada Tahun 1976, Konvens ini telah mengdami berbagal perubahan.
Bahkan nama INMARSAT yang pada awanya merupakan kependekan dari
Inter national Maritime Satellite Organization berubah menjadi I nter national
Mobile Satellite Organization mengingat pelayanan yang diberikannya sudah
meliputi dunia penerbangan, tidak hanya pada perkapaan. Pada Tahun 1999,
INMARSAT pecah menjadi dua, yakni INMARSAT PLC sebagal perusahaan
komersil, dan IMSO sebagai badan pengaturnya

Kegiatan INMARSAT dilaksanakan atas dasar suatu Operating Agree-
ment. Daam menjaankan aktivitasnya sebaga penyedia jasa komunikas,
INMARSAT mengoperasikan “space segment” yang meliputi satelit, teknologi
tracking dan telemetry sarta kesduruhan fadlitas lain yang digunakan untuk
mengoperaskan sadit tersebut (Pasd 1 huruf d). ParaNegaraanggotamemiliki
saham investas (nvestment shares) sesua dengan jumlah pemakaian jasa
INMARSATnya seperti yang diatur ddam INMARSAT Operating Agree-
ment. Pemerintah Indonesia sendiri memiliki 0.33% saham investas ddam
keanggotan INMARSATnya
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Latar Belakang

Perdagangan dunia selau bergantung dengan kapa, dari masaldu sampai
dengan masa sekarang. Oleh karenanya, kesdamatan kapa menjadi salah satu
Isu yang paing utama dalam rangka menduung pesatnya perdagangan dunia
Sehubungan dengan hd tersebut, Konvend ini dilatarbelakangi oleh adanya
keinginan untuk dapat dengan efektif menanggulangi keadaan darurat dan
kesdlamatan kapa yang sedang berlayar. Keinginan ini lantas didukung oleh
adanya peningkatan dalam teknologi komunikas antar kapd, dan antara kapa
dengan mangemennya, meldui satdlit. Dengan adanya teknologi komunikas
melalui satelit ini, maka perlu dirumuskan suatu pengaturan mengenai
penggunaannya sehingga dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin pihak di
dunia Ha ini sgaan dengan Treaty on Principles Governing the Activities
of Satesin the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon
and Other Celestial Bodies yang dibentuk pada Tahun 1967 di mana diatur
bahwaangkasadigunakan untuk kepentingan ssmuaNegara. Terlebihlagi dengan
adanyaResolus MgdisUmum PBB yakni Resolution 1721 (X V1) padaTanggd
20 Desember 1961 yang menyatakan bahwa penggunaan satelit untuk
komunikas seharusnyatersediabagi setigp Negaradi duniadaam basisgloba
dan non-diskriminatif. Hal inilah yang pada awalnya melatarbelakangi
pembentukan IMARSAT. Saring dengan berkembangnyateknologi, pada Tahun
1985 IMARSAT jugamula memberikan peayanan satdit komunikas terhadap
jasa penerbangan dengan fokus yang tetap sama, yakni untuk menanggulangi
keadaan darurat dan menjamin kesdlamatan. Untuk memahami mengenai
pengaturan pelayanan jasakomunikas satelit ddam hd ini, makaperlu ditelash
lebih lanjut dokumen pembentuk Organisad ini.

Pringp-Pringp Umum
Bebergpa pringp yang terkandung di ddam Konvend ini addah:

1. Prinip Non-Ligbility (Pasal 22)

Pasal ini mengatur bahwa Negara anggota tidak akan dikenakan
pertanggungjawaban atas tindakan dan kewsgjiban Organisas, kecudi jika
Negaratersebut mewakili pihak lain ddam suatu perjanjian yang berhubungan
dengan kegiatan Organisasi. Jika yang demikian terjadi, maka
pertanggungjawaban Negara tersebut akan mengacu pada pengaturan dalam
perjanjiannya dengan pihak lain tersebut.
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2. Legal Personality (Pasal 25)

Pasd ini mengatur bahwa INMARSAT memiliki kapasitas sebagal subjek
hukum yang memiliki tanggung jaweb atastindakan dan kewgjibannya Kgpasitas
tersebut diberikan oleh sdluruh Negara anggotanya dengan menandatangani
konvens ini, Dengan demikian, INMARSAT dapat membuat kontrak, membdi,
menyewakan, atau menjud barang bergerak ataupun tidak bergerak, sertadapat
menjadi pihak dari suatu proses hukum.

3 .Hak-hak Istimewa dan Imunitas Organisas (Pasal 26)

INMARSAT memerlukan hak-hak istimewa dan imunitas agar dapat
melaksanakan kegiatannya secara efektif. Oleh karena itu, Negara anggota
memberikan bebergpahak istimewa sertakomitmen untuk menghargal imunitas
Direktur Jenderd sertastaf INMARSAT sdamamerekamenjdankan fungsinya
di wilayah Negara tersebut. Adapun beberapa hak istimewa yang diberikan
meliputi pembebasan pgjak, termasuk pgak penghasilan, pgjak pertambahan
nilai, serta bea cuka terhadap satelit dan komponennya yang akan digunakan
oleh INMARSAT.

Perihd hak igimewa sertaimunitas tersebut Iebih lanjut diatur daam Pro-
tocol onthe Privillegesand |mmunities yang terakhir kali diubah tahun 1994.

Materi Pokok

1. Keentuan Umum

a  Tuuan INMARSAT (Pasal 3)
Pasd ini mengatur bahwa tujuan dari Organisas ini adaah untuk
mengatur dan menggunakan space segment yang diperlukan untuk
meningkatkan komunikas peayanan jasa komunikas kdautan dan
penerbangan (maritime and aeronautical communications) sehingga
dapat meningkatkan komunikas di saat keadaan darurat dan untuk
menanggulangi keselamatan jiwa. Sdain itu, layanan komunikas
INMARSAT tersebut juga ditujukan untuk mangemen serta efisens
kapd dan pesawat sertakapaditasradio. Sduruh aktivitasINMARSAT
harusdilakukan ddam metode damai, dan tujuan dama sehinggasdluruh
fadlitasnyatidak akan disdahgunakan oleh pihak manapun.

b. Pringp ekonomi (Pasd 5)
Mengingat karakternyayang mengandung sfat komersl, INMARSAT
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dalam mengambil tindakan harus memikirkan pringp-pringp ekonomi
yang ada. Hal ini diperlukan agar INMARSAT dapat berhasil secara
finangd, dan pada akhirnya dapat memberikan keuntungan pula pada
Negara anggota yang memiliki saham investes.

2. Hak dan Kewgjiban Negara Peserta

a Menaat Peraturan Organisas (Pasal |11 Operating Agreement)

Negara anggota wajib menaati keseluruhan peraturan Organisad,
termasuk Konvend, Operating Agreement, serta protokol -protokol
lainnyaddam rangkamemudahkan berjdannyakegiatan INMARSAT.
Pemenuhan Kewgjiban Moda (Pasal 111 Operating Agreeement)
Negaraanggotawaib memenuhi capital requirementnyaberdasarkan
besar saham investas yang dimilikinya. Capital Requirement ini
meliputi kesdluruhan biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang
harus dikeluarkan oleh Organisasi untuk mengembangkan dan
membangun space segment, termasuk kesdl uruhan biayapemeiharaan
dan adminigratif.

Mendapat Kompensas dari Penghasilan INMARSAT (Pasal VilI
Operating Agreement)

Kompensas ini akan dihitung berdasarkan presentas saham investas
yang dimiliki oleh Negaratersebut. Pembayaran akan dilakukan secara
kumulatif.

3. Hak dan Kewgjiban Organisas

446

a  Kewaiban schubungan dengan Regulas Internasionda

Konvens ini mengatur bahwa INMARSAT diwajibkan untuk
memenuhi Pasal-Pasal yang relevan dari International
Telecommunication Union (ITU) Constitution and Convention,
ITU Radio Regulations, dan untuk memperhatikan Rekomendas dan
Standar yang telah ditetapkan oleh IMO. Dalam ha komunikas
maritime, INMARSAT harus memenuhi persyaratan lisens nasond
mengena penggunaan fadllitas Ship Earth Sation di atas kapa yang
berlayar di wilayah kedaulatan Negaratersebut. Padahal, persyaratan
yang ada tersebut seringkali tidak diperbaharui, sehinga tidek sesual
dengan perkembangan sistem telekomunikas globa dan masdah
keamanan.
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b. Memberikan Kompensas pada Anggota (Pasal VIIlI Operating

Agreement

Sehubungan dengan penghasilan yang didapatnyadari pemakaian jasa
komunikas yang disediakan oleh space segment yang dikuasainya,
INMARSAT harus membayar kompensas pada Negaraanggotadari
penghasilan tersebut. Pemberian kompensas ini dilakukan setelah
menyisihkan untuk biaya operasond tertentu.

Mendapat Danadari Anggota

Sesua dengan kewgjiban Negara anggota untuk memenuhi capital
requirement, makalINMARSAT berhak mendapat danatersebut dari
anggotanya. Hal ini juga berlaku bagi Negara anggota yang
mengundurkan diri dari keanggotaan. INMARSAT masih berhak
mendapatkan pemenuhan capital requirement dari negara tersebut
seperti yang telah diperjanjikan sebedlumnya (Pasal Xl Operating
Agreement).

4. Badan-badan Utama Organisas
a MadisUmum (Pasal 10-12)

Anggotadari Mgelis Umum adalah seluruh NegaraanggotaKonvens
ini dan mereka akan bersidang dua tahun sekdi. Adapun fungs dari
Madis Umum addah:

(i) Mengevaduas dan mempertimbangkan aktivitas, kebijakan umum,
serta tujuan jangka panjang Organisas untuk kemudian membuat
rekomendas pada Dewan Penasihat.

(i) Memastikan bahwa segd a aktivitas Organisas sesual dengan apa-
gpayang diatur di dadam Konvend ini, pringp-prindp PBB, sarta
perjanjian-perjanjian lain yang telah disetujui oleh Organisas.

(iii) Mengotorisas pembentukan suatu fasilitas space segment
tambahan.

(iv)Memutuskan rekomendas Dewan Penasihat serta memberikan
pendapat atas laporan Dewan Penasihat.

(V)Memilih empat anggota Dewan Penasihat.

(vi)Memutuskan perubahan-perubahan yang diusulkan mengenai
Konvens ini serta aturan-aturan pelaksananya

(vii)Mempertimbangkan dan memutuskan berhentinya keanggotaan.
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b. Dewan Penashat (Pasal 13-15, 19)

Dewan Penasihat beranggotakan 22 perwakilan dari Signatories.
Tanggung jawab utamadari Dewan Penas hat ini addah untuk mengatur
space segment yang dikuasai oleh Organisas dengan sekonomis,
seefisen, dan seefektif mungkin dan tetap sesual dengan gpa-gpayang
diatur di ddam Konvend ini sertaperaturan pelaksananya. Oleh karena
itu, Dewan Penasihat memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai
permasadahan teknis yang terkait dengan kebijakan Organisad, di
antaranya

(DMenentukan prasyarat untuk satelit komunikas kelautan dan
penerbangan serta perencanaaannya. Kewenangan di bidang ini
mencakup pula keputusan untuk membdi, menyewakan, maupun
menjud space segment.

(ilMengadops suatu perngaturan manjeria yang akan memberikan
kewgjiban bagi Direktur Jenderal untuk membuat kontrak tertentu
perind keperluan teknis dan operasiond.

(iiMengadops rencanakeuangan Organisas dengan memperhatikan
keputusan-keputusan Mgelis Umum.

(iv)Menentukan biaya penggunaan space segment yang dikuasa oleh
INMARSAT agar sehisamungkin mendapatkan penghasilan untuk
kegiatan Organisas sertapembayaran hasl keuntungan bagi Negara
anggota.

Direktorat Jenderal (Pasal 16)

Dipimpin oleh seorang Direktur Jendera yang dicaonkan oleh para
anggotadan kemudian ditunjuk oleh Dewan Penasihat untuk menjabat
selama enam tahun. Peran utama dari Direktur Jendera adaah “chief
executive” serta “legal representative” INMARSAT. Dalam
mel aksanakan tugasnya, Direktur Jenderal bertanggungjawab serta
tunduk kepadaarahan dari Dewan Penasihat. Sebagai chief executive,
maka Direktur Jenderallah yang akan mengatur periha aktivitas
INMARSAT sehari-hari sertapel aksanaan dari seluruh perjanjianyang
mengikatnya. Sdainitu, sebagal legal representative, maka Direktur
Jenderal memiliki wewenang untuk mewakili INMARSAT pada
perjanjian-perjanjian maupun kontrak dengan tetap memperhatikan
arahan Dewan Penasihat dan keputusan-keputusan Mgeis Umum.

Indonesia Journal of International Law

Jurnal Hukum Internasional

5. Hubungan dengan Organisas Internasiond Lainnya

Pasd 27 dan 28 mengatur mengenal INMARSAT dan hubungannyadengan
Organisad Internasiond lainnya. Dalam pasd 27, diatur bahwa INMARSAT
bekerjasama dengan PBB dan badan-badannyadalam ha penggunaan angkasa
danlaut secaradamail. INMARSAT jugadapat bekerjasamadengan organisas
lainnya yang memiliki kepentingan yang sgdan sarta mengikuti andar dan
prosedur International Maritime Organization dan the International Civil
Aviation Organization. Ddam mendesa dan membentuk space segmentnya,
INMARSAT harusmematuhi aturan I nter national TelecommunicationUnion
(ITU) sebaga badan yang mengatur periha pelaksanaan teknologi komunikas
di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasd 28 sdanjutnyamengatur bahwa
Negara di mana kantor pusat INMARSAT berada harus mengatur mengenal
frekuens telekomunikas INMARSAT dan meaporkannya pada ITU sesua
dengan the Radio Regulations annexed to the International Telecommuni-
cation Convention.

6. Ketentuan Penutup

Pasal 29 mengatur perihal mekanisme Pengunduran diri. Setelah
mengundurkan diri, makaanggotaterssbut tidak lagi memiliki kewgjiban apgpun
yang berhubungan dengan INMARSAT. Akantetapi, iatetap memiliki tanggung
jawab untuk memenuhi kewgiban sshamnya sesua dengan apa yang telah
ditentukan sebelumnya. Tanggung jawab tersebut juga berlaku bagi daam ha
berhentinyakeberlakuan konvens ini bagi anggotanyasesuai dengan yang diatur
dalam Pasa 30.

Pasd 32 mengatur mengena penandatanganan Konvend ini dan kemudian
kewgjiban meratifikas sebelum keterikatan Negara anggota dengan apa-apa
yang diatur daam Konvend ini.

Pasd 34 mengatur periha perubahan terhadap ketentuan Konvens ini.
Mekanisme yang diatur adaah bahwa usulan perubahan dapat diberikan oleh
Negara anggota kepada Direktorat Jenderal yang akan memberitahukan hal
tersebut kepada Negara anggota lainnya. Kemudian Dewan Penasihat akan
memberikan pendapatnya mengenai usulan perubahan tersebut sebelum
memberikannya kepada Mg elis Umum yang akan memutuskan gpakah usulan
perubahan tersebut akan diterima atau tidak.
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Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa yang timbul dari Konvens ini serta Perjanjian
Operasionanya diatur dalam Pasal 31 Konvens INMARSAT dan Pasa X VI
Operating Agreement. Adapun cara penyeesaian sengketanya dibagi menjadi
tiga, yakni negosiad, penyelesaian oleh Mahkamah Internasiona atau prosedur
lainnya, sertaarbitrase sesuai dengan yang diatur dalam Annex Proceduresfor
the Settlement of Disputes Referred to in Article 31 of the Convention and
Article XVI of the Operating Agreement. Adapun pengaturan mengenai
penyelesaian sengketaini akan tetap berlaku bagi Negara yang telah berhenti
menjadi anggota konvens ini selama sengketa yang ada berhubungan dengan
hak dan kewgjibannya ketika menjadi anggota konvens (Pasal 31 ayat (4)).

Jkaterdapat sengketa antar Negara anggota, atau antara Negara anggota
dengan Organisas sehubungan dengan hak dan kewgjiban yang diatur daam
konvend ini, makajaur pertama ang harus ditempuh adalah Negosias.

Jka dalam waktu satu tahun setel ahnya kesepakatan tidak dapat dicapal,
dan jika parapihak belum mengadakan persetujuan untuk membawa sengketa
tersebut ke hadapan Mahkamah Internasona atau prosedur penyelesaian
sengketa lainnya, maka sengketa tersebut dapat disdesaikan meldui lembaga
arbitrase jika para pihak menyetujui.

Di ddam Annex, disebutkan bahwa arbitrase akan dilakasanakan dengan
tiga arbiter. Pihak Penggugat harus menyerahkan dokumen yang terdiri dari
(Pasdl 2):

1. Penjelasan mengenai sengketa dan alasan mengapa Tergugat harus
berpartisipas ddam arbitrase tersebut, serta putusan apakah yang diminta.

2. Alasan mengapa permasa ahan sengketaada dalam kompetens mahkamah
arbitrase dan bagaimana putusan yang dimintatersebut dapat dilaksanakan.

3. Penjdasan mengapa penyd esalan sengketadengan negosias tidak tercapal.

4. Bukti kesepakatan untuk menyel esaikan sengketa dengan arbitrase.

5. Namaarbiter yang ditunjuk oleh pihaknya.

Dadamwaktu 60 hari satelah dokumen tersebut diterimaoleh pihak Tergugat,
maka pihak Tergugat harus sudah menunjuk arbiter pilihannya. Daam jangka
waktu itu pula, ia dapat menggukan tanggapan awd terhadap is dokumen
yang digukan Penggugat, termasuk mengajukan gugatan rekopend. Kemudian
dalam waktu 30 hari setdlahnya, kedua belah pihak harus menunjuk arbiter
ketiga yang tidek berdomigli atau berkewarganegaraan di Negara yang sama
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dengan salah satu pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka Presiden
Mahkamah Internasiond diberikan kewenangan untuk menunjuk arbiter ketiga
tersebut. Proses arbitrase dilaksanakan dengan tertulis. Penyampaian argument
secara lisan hanya dilakukan jika dianggap perlu oleh Mahkamah Arbitrase.
Keputusan yang diambil adadah fina dan mengikat, serta harus dilaksanakan
oleh para pihak dengan itikad baik (Pasal 11).

Keberlakuan

Konvens INMARSAT sendiri telah berlaku mula Tanggd 16 Juli 1979,
yakni 60 hari satelah Negara-negara yang memiliki 95% dari ssham investas
awal tedah menjadi pihak dari konvens ini (Pasa 33 ayat (1)). Sedangkan
Perubahan-perubahan dari konvensi ini akan berlaku 120 hari setelah
diterimanya Tanda Penerimaan dari 2/3 Negara yang menjadi pihak konvens
Ini pada saat perubahan diadops oleh Mgdis Umum, dan merepresentasikan
setidak-tidaknya 2/3 dari total saham investas. Jika telah berlaku, maka
Perubahan tersebut akan mengikat seluruh Pihak dan Penandatangan, termasuk
mereka yang belum memberikan Tanda Penerimaan (Pasd 34 ayat (2)).

Indonesia merupakan pihak dari konvens ini setelah melakukan ratifikas
melaui Keppres No. 14 Tahun 1986 tentang Pengesahan Convention on the
International Maritime Satellite Organization (INMARSAT). Adapun
perubahan-perubahan INMARSAT sdanjutnyajugadiratifikas oleh Indonesa
meldui Keppres.

K etentuan-K etentuan Lain yang Terkait

Meskipun konvens ini berkaitan dengan UNCLOS, tetapi sebenarnya
kegiatan INMARSAT lebig dipengaruhi olehthe Safety of Lifeat Sea (SOLAS)
Convention serta the International Telecommunication Union Constitu-
tion and Convention. Ha ini sehubungan dengan pemakaian frekuens radio
dan prosedur penyelamatan serta tanggung jawab para pihak terkait atas
prosedur tersebut.

Sedangkan pengaturan UNCLOS yang relevan terhadap INMARSAT
addah:

1. Artide94(3)-(5) UNCLOSyang memberikan kewgjiban terhadap Negara
untuk memeastikan bahwa kapa dengan bendera Negara tersebut memiliki
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fadlitas komunikas yang cukup sehubungan dengan kesdlematan di laut.
Pasal 98 mewsjibkan Negarauntuk memeastikan bahwaMaster dari kapa
tersebut memberikan bantuan padakapa lain dalam keadaan darurat yang
berhubungan dengan kesdamatan di laut, termasuk untuk memberikan
informas periha keadaan tersebut, dan mewgjibkan Negara pantai untuk
memiliki Sstem serta dat pencarian dan penydamatan. Implementas dari
Pasdl ini terlihat dari pengaturan lebih lanjut ddam Konvens INMARSAT
mengenal Globa Maritime Distress and Safety System (GMDSs) dan
kewgjiban kapd untuk membawa SESs tertentu sesuai kudifikas yang
telah diatur, serta pembentukan Rescue Coordination Center.

Pasal 109 mewgjibkan Negara untuk melarang penyiaran tanpa izin dari
laut bebas.

(Rivana M ezaya).
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Perkembangan hukum laut di Cinabersamaan dengan
perkembangan hukum Cina secara keseluruhan yang
e mengdami keruntuhan pada masa Revolus Kebudayaan
e (1966 — 1976) telah secara dibangun kembali sgjak Cina
menggulirkan reformas ekonomi dan open up policy pada
tahun 1978. Buku ini menegaskan bahwa Cina disini
merujuk kepada Republik Rakyat Cina

Sedikitnyaadatigafaktor yang telah mendorong Cina
untuk melangkah magju untuk melakukan perbaikan dalam
sistem hukumnya, terutama pada masa akhir 1990an dan
awal 2000an

Pertama adalah, adanya kebutuhan yang mendesak akan hukum dan
peraturan untuk mengembangkan pasar ekonomi Cina. Ha ini dapat dipahami
bahwa sgak awal periode reformas ekonomi sebel um tahin 1990an, hukum di
Cinabanyak terfokus pada bidang ekonomi seperti dalam memberikan fasilitas
untuk perkembangan ekonomi dan perdagangan luar negeri. Setelah era1990an,
dengan adanya perkembangan lebih lanjut dalam reformas ekonomi dan
meningkatkan keterlibatan dengan dunia internasiond terutama setelah Cina
menge uarkan konsep mar ket economy, hukum lebih diperluas untuk mencakup
bidang ekonomi.

Kedua, dengan adanyapersyaratan dari World Trade Organization (WTO)
yang turut merumuskan arah hukum di Cina. Sebagal angotaWTO, Cinaharus
menyertakan hukum dan peraturan yang rdevan yang sgdan dengan hukum
dan peraturan-peraturan WTO. Penting untuk dicatat bahwaha ini membawa
perubagan mendasar atas hukum Cinadi masa sekarang dan masa mendatang.
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